
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara. Tahun 1958
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
.Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009, Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor5025);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan' Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia NomorJ049);

b. 'oahwa sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang­
Undang Nomor 28 'Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, peninjauan kembali tarif retribusi
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi
Kartu Pengwas Angkutan;

a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi indeks harga dan
perkembangan perekonomian sesuai ketentuan Pasal
155 ayat (2) Undang-Undang Nomor .28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka tarif
retribusi kartu pengawas angkutan sebagai diatur dalam
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Retribusi Perizinan Tertentu perlu dilakukan
penyesuaian.
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Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bima;.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Bima. -
4. Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah yang

selanjutnya disingkat BPPKADadalah BPPKADKabupaten Bima,
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bima.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan

daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan danj atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan.
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PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF
RETRlBUSIKARTU PENGAWASANGKUTAN.
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9. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Sima (Lembaran Daerah Kabupaten
Bima Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten bima Nomor 76);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Bima Tahun 2011 Nomor OS, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor43 );

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun
2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran
Daerah Kabupaten Bima Tahun 2011 Nomor 03,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor
41);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008
Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
BimaNomor29);

5. Unda,ng-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);



(1) Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Peninjauan kembali tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB III
PENINJAUANKEMBALI

BESARANTARIF
NO. OBYEKRETRIBUSI (Rp.) KET.

LAMA BARU

1. Mobil penumpang umum Per tahun
dengan jumlah 1 sampai
dengan 12 tempat duduk 30.000, 50.000,

2. Mobil penumpang umum
dengan jumlah 13 sampai
dengan 16 tempat duduk . 40.000, 60.000,

3. Mobil penumpang umum
dengan jumlah 17 sampai
dengan 24 tempat duduk. 50.000. 70.000.

(1) Ketentuan mengenai tarif retribusi kartu pengawas sebagaimana
tercantum dalam ketentuan Pasal 21 ayat (2)huruf a, huruf b, dan huruf c
Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi
Perijinan Tertentu, dilakukan penyesuaian dengan memperhatikan indeks
harga dan perkembangan perekonomian.

(2) Penyesuaian tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum
dalam tabel sebagai berikut:
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BAB II
PENYESUAIANTARIF

7. Kartu pengawas adalah bukti pengawasan tahunan terhadap izin trayek
angkutan penumpang; umum yang diberikan kepada orang atau badan
yang menyediakail pelayanan angkutan umum pada suatu trayek atau
beberapa trayck tertentu yang eli keluarkan oleh Bupati.

/



BERITA DAERAH KABUPATEN BlMA TAHUN 2019 NOMOR .5aG...

H.M.TAUl'IK HAK

Diundangxan di : Bima
pada tanggal : If M rJI'III- 2019

SEKRETARl8 DAERAJI KABUPATElf BIllA

Ditetapkan di : Bima
pada tanggal : 1/ MarU- 2019

Peraturan Bupati inimulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.
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